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Motto dan <Persem6ahan

%ebodohan merupakan tanda f&matian jiwa, terbunuhnya ^eftidupan, dan 

membusuknya umur;

(cD^JLidh aC-Qgmy)

'Sesunguftnya afy mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak, termasuk, orang- 

orang yang tidak, berpengetahuan.9 

(QS. Hud: 46)

”<PeCajarildb ilmu. (Barang siapa mempelajarinya k&rena JiBah, itu takjva. 

Menuntutnya, itu ibadah, MenguCang-nguCangnya itu tasbih. Membahasnya itu 

jihad Mengajarkannya kepada orang yang tidak, tahu, itu sedekah. Memberikan 

kepada, ahlinya, itu mendekatkan diri l&pada JlSah.9 

(Jtbusy Syaikh IbnuHibban dan Ibnu Abdif(Barr, iCya JLC-ghozaCi, 1986).

Skripsi ini kupersembahkan kepada: 
?Ayahanda H Jterai mran dan 

Ibunda Hj. Yatinur tercinta 
Wni <Dona dan Vdd Kadi 
▼ keponakanku <Fawwaz tersayang 
¥Almamaterku
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ABSTRACT

This research aim to analyze influence or relation between fiscal gap of 
Palembang City with acceptance block grant of Palembang City. Ali of data used 
by writer based on secondary data 2001-2006 periods from Departement of State 
income (DISPENDA) Palembang, Investigation of statistics (BPS) in Sumatera 
Selatan and other related resort. One way to know level of fiscal gap, the writer 
counted difference between fiscal needs with fiscal capacities. Method of analysis 
used linear regresion modestly and correlation pearson. The result of research 
indicate that there are influence of equal to 84 gratuity between fiscal gap of 
Palembang city with acceptance block grants of Palembang City, and then there are 
positive and strong correlation between variable of fiscal Gap of Palembang City 
(Expense area, Gross of Domestic Regional Product, Standard of Fiscal Needs, and 
Standard of Fiscal Capacities) with acceptance block grant of Palembang City.

Key Words : Fiscal Gap, Block Grants, Fiscal Capacity, Fiscal Needs.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh dan hubungan antara 
Kesenjangan Fiskal Kota Palembang dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota 
Palembang. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data 
sekunder periode tahun 2001-2006 dari Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang, 
Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, serta instansi terkait lainnya. Salah satu cara 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang yaitu 
dengan menghitung selisih antara Kebutuhan Fiskal Kota Palembang dan Kapasitas 
Fiskal Kota Palembang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 
sederhana dan korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 
sebesar 84 persen antara Kesenjangan Fiskal Kota Palembang dengan Penerimaan 
Dana Alokasi Umum Kota Plaembang, lalu terdapat Korelasi positif dan kuat antara 
variabel Kesenjangan Fiskal Kota Palembang (Belanja daerah perkapita Kota 
Palembang, PDRB Perkapita Kota Palembang, Standar Kebutuhan Fiskal dan 
Kapasitas Fiskal Standar) dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang.

Key Words : Kesenjangan Fiskal, Dana Alokasi Umum, Kebutuhan Fiskal, 
Kapasitas Fiskal.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan dan pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia telah 

mewujudkan struktur pemerintahan negara yang bersifat desentralisasi. Struktur 

pemerintahan ini menuntut suatu sistem keuangan daerah di bawah pengawasan 

pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan di daerah, khususnya sebagai pelaku unit pelaksana ekonomi yang

menyediakan barang-barang publik (Suparmoko, 2002: 16).

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut didasarkan atas kebijakan fiskal dan

ekonomi daerah yang bertujuan mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak

daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi Dana

Perimbangan terutama dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari

pemerintah pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan 

aspirasinya. Hal inilah yang mendasari terwujudnya desentralisasi fiskal di 

Indonesia. Desentralisasi fiskal diupayakan untuk mengurangi pola 

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat selama era pra-reformasi telah 

terjadi sehingga daerah dituntut lebih mandiri dalam segala aspek. Pelaksanaan 

desentralisasi fiskal meliputi seluruh kewenangan pemerintah kabupaten / kota 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek penerimaan dan 

pengeluaran (Mangkoesoebroto dalam Hidayat, 2006: 1).
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Desentralisasi fiskal menurut Boex (dalam Septiani, 2007: 3) terdiri dari 

empat unsur yaitu: Pertama, penerimaan (receipt), berhubungan dengan sumber 

penerimaan daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang 

pemerintah daerah. Kedua, pengeluaran (expenditure), berhubungan dengan 

fungsi dan tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing-masing 

tingkatan pemerintahan. Ketiga, pinjaman atau hutang (loans), berhubungan 

dengan akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan 

pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah, dan Keempat, 

transfer, berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah sebagai pokok utama dari desentralisasi fiskal tersebut 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk 

mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian 

pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, 

prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah 

dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing 

daerah. Disamping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat 

memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengurangan beban 

pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian daerah serta penyusunan program 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Rasyid, 1998: 2).

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut adalah 

tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah, dalam Undang-Undang No. 33
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Tahun 2004, dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 

kelompok, yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah 

dan Pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengukur kemandirian fiskal suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya 

semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal 

daerah. Sementara untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah 

maka dapat dilihat dari penerimaan Dana alokasi umum, dimana semakin besar 

penerimaan Dana alokasi umum suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat 

ketergantungan fiskal suatu daerah tersebut (Insukindro dalam Ismail 2002: 2).

Sementara rendahnya efektifitas dan efisiensi penerimaan PAD dalam

struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber yang masuk dalam kategori

PAD umumnya bukan sumber potensial daerah. Sumber potensial diambil 

pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di 

daerah hanya sumber yang kurang potensial. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

daerah sangat membutuhkan penerimaan dana perimbangan, karena dengan dana 

perimbangan daerah dapat menutupi kebutuhan fiskal daerahnya masing-masing, 

dan Salah satu penerimaan dana perimbangan yang cukup besar bagi daerah yaitu 

Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer fiskal dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah yang bersifat (block grafit) dengan tujuan untuk menutup 

kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah

3



dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU dialokasikan kepada daerah 

dengan tujuan untuk (horizontal equity) dan (sufficiency) (Mardiasmo, 2004: 157). 

Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka 

melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merta agar tidak terjadi 

kesenjangan antar daerah. Untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU yang bersifat (block grant) berarti daerah diberi keleluasaan dalam 

penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. DAU terdiri atas 

DAU untuk Provinsi dan DAU untuk Kabupaten/Kota, dimana proporsinya 

ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten. 

Sejauh ini masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam penetapan DAU, pemerintah pusat bermaksud 

mengurangi ketergantungan kesenjangan antar daerah dalam pembiayaan 

pembangunan (horizontal equity imbalance). Disisi lain, pemerintah daerah lebih 

berorientsi pada kecukupan dalam membiayai pembangunan daerah (sufficiency). 

Tuntutan pembagian yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah muncul 

dari daerah yang kaya akan SDA (Hamid, 2005: 5).

Formula alokasi DAU masih menimbulkan keberatan dari daerah, 

pemerintah daerah menganggap alokasi DAU yang diterima tidak memadai dan 

belum dapat mencukupi kebutuhan fiskal daerahnya. Kesenjangan fiskal (fiskal 

gap) adalah kebutuhan fiskal (fiscal Needs) dikurangi kapasitas fiskal (fiscal 

capacity). Munculnya kesenjangan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah
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antara lain bersumber dari kesenjangan pembiayaan dan ketidakpastian asumsi 

dan formulasi yang digunakan untuk menentukan pembagian keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Formula Alokasi DAU dikembangkan dengan 

memegang prinsip sederhana dalam arti dapat dijelaskan dan mudah dimengerti 

oleh semua pihak, dengan harapan daerah dapat menghitung sendiri alokasi DAU 

yang akan diterima. Masyarakat dapat menghitung sendiri berapa besar kebutuhan 

dan kapasitas fiskal daerahnya masing-masing, dengan begitu daerah akan lebih 

fokus dalam pembangunan daerahnya, implikasi dari kesemua ini adalah kinerja 

keuangan daerah akan semakin meningkat, karena prinsip dari Dana Alokasi 

Umum itu sendiri yaitu pemberian subsidi yang penerimaanya didasarkan pada 

pendekatan kesenjangan fiskal, dimana kesenjangan fiskal itu sendiri sudah dapat 

dihitung oleh daerahnya sendiri.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang menjalankan sistem 

desentralisasi fiskal, dimana sumber penerimaan terbesar daerah Kota Palembang 

itu sendiri masih dari dana perimbangan, ini terlihat dari total penerimaan DAU 

masih dominan dibanding penerimaan daerah yang lain. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat ketergantungan Kota palembang tehadap subsidi dari pemerintah pusat 

sangatlah besar, hal ini dapat disebabkan minornya sumber penerimaan daerah. 

Masalah utama yang dihadapi oleh Kota Palembang setelah pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu dapat dilihat dari aspek keuangan daerah, dimana masih sering 

terbentuk pertanyaan, apakah sudah terjadi hubungan keuangan yang adil dan 

transparan antara pemerintah pusat dan daerah.

5
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Ada tiga aspek yang menentukan terjadinya hubungan keuangan yang adil, 

yaitu (1) sejauh mana daerah telah diberi sumber-sumber penerimaan keuangan 

yang cukup, (2) Sejauh mana daerah mampu menentukan secara objektif jumlah 

biaya yang cukup untuk pelayanan publik, hal ini dicerminkan pada kebutuhan 

fiskal pemerintah daerah, (3) Sejauh mana daerah telah mendapat subsidi yang 

adil dan terukur untuk membiayai fiscal gap yang ditimbulkan dari selisih antara 

fiscal needs dan fiscal capacity, dimana dengan pendekatan kesenjangan fiskal 

(fiscal gap) maka pemerintah pusat dapat memberikan dana alokasi umum dengan 

berorientasi pada kecukupan dalam membiayai pembangunan daerah (sufficiency)

(Roflin, 2007: 7).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Berapa besar tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang?

2. Bagaimana Pengaruh tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang 

terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang?

3. Bagaimana korelasi (hubungan) antara variabel tingkat Kesenjangan Fiskal 

(Belanja daerah perkapita Kota Palembang, Standar Kebutuhan Fiskal, 

PDRB perkapita Kota Palembang dan Kapasitas Fiskal Standar) terhadap 

penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang?
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1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada, tujuan yang hendak penulis inginkan dalam 

menulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat Kesenjangan Fiskal Kota

Palembang.

2. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang 

terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang

3. Untuk mengetahui bagaimana korelasi (hubungan) antara variabel tingkat 

Kesenjangan Fiskal (Belanja daerah perkapita Kota Palembang, Standar 

Kebutuhan Fiskal, PDRB perkapita Kota Palembang dan Kapasitas Fiskal

Standar) terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan teori melalui 

model yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah kota 

Palembang berkaitan dengan alokasi Dana Alokasi Umum dan pemanfaatannya

7
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